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PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN 

PERA TURAN DAERAH KOT A PEKALONG AN · · 

NOMOR 18 TAHUN 2006 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDIT AN RAKYAT 
BANK PASAR KOTA PEKALONGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

, \V ALIK.OT A PEKALONGAN 

a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan cuil.am bidang keuangan pada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Ra1..'Yat Bank Pasar Kota Pekalongan 
agar ber~aya guna dan berhasil guna, scrta untuk menyesuaikan dcngan 
peratu.ran peru.ndang-illldangan yang bei"laku maka dipandang perlu untllk 
mengaturnya ; 

b. bahwa unt.tl< melaksanakan huruf a tersebut diatas, maka guna menunjang 
kegiatan Pemsahaan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat Bank Pasar Kota 
PekaJongan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentar1g 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Baruc Pasar Kora Pekalongan ; 

: 1. 'Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tcntang Pcmbcntukan Dacrnh ­
daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barnt, dan Daerllh Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pernsahaan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 196:~ Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 

3. Undang - Unclang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 34 72) sebagairruma telah diubah dengan 
undang-undang Nomor 10 Tahun 199& tentang Perubahan Atas Unci.ang -
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indones.ia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3790); 

4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembcntukan Pcraturan 
Perundang-illldangan (Lembaran Negara Republi.k Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Trunbnhan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang ...... .. .... . 
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5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-unclang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Unclang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tal1Un 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negnra Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Pek.alongan clan Kabupaten Daerah Tingkat II Barang 
(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Republik Indonesia TahWl 1988 
Nomor 62, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan 
Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, 
Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia No:-nor 3504); 

Dengan J)ersetujuan Bersama 
DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAR KOTA PEKALONGAN 

clan 
W ALIKOTA PEKALONGAN 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PER.A TURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR 
KOTA PEKALONGAN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peratura.n Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daeral1 adalaJ1 Kata Pekalongan ; 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota clan Perangkat Daerah sebagai W1Sur penyelenggara 
pemerintahan daerah; 

3. Walikota ad.tlah Walikota P :~kalongan; 

4. Perusahaan Da.erah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar selanjutnya disingkat PD BPR 
adalah Bank Perkredilan Rakyat milik Pemerintah Kola Pekalongan yang rnodalnya 
merupakan kekayaan daci-ah yang clipisahka.n ; 

5. Direksi adnlah Direksi PD BPR; 

6. Dewan Pengawas ad.alah Dew-m Pengawas PD BPR ; 

7. Pegawai adalal1 pegawai PD BPR ; 

BAB II ........... . 
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BAB II 

PERUSAHAAN, BENTUK DAN 
TEivIP AT KEDUDUKAN 

Pasal 2 

Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalo'lgan yang clidirikan dengan Surat Keputusan 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor : 580/ 171 Tahun 1985 tanggal 24 
Oktober 1985 diubah bentuk Badan Hukumnya menjacli PD BPR BANK PASAR Kota 
Pekalongan 

Pasal 3 

(1) PD BPR berkedudukan di wilayah Kota Pekalongan. 
I 

(2) PD BPR dapat membuka Pas Pelayanan, sesuai dengan ket.entuan yang berlaku 

BA.BID 

AZAS I MAKSUD I DAN TUJUAN 

Pasal 4 

PD BPR dalam melakukan usahanya berasaskan Ekonomi Kerakyatan dengan prinsip kehati -
hatian. 

Pasal 5 

PD BPR didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu clan mendorong pertumt,uhan 
pcrckonornian dan pcmbangurrnn dacrnh di scgala bidang scrta scbagai salah satu sumbcr 
pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rak-yat. 

BAB IV 

TUG AS DAN USAHA 

Pasal 6 

( -... PD BPR merupakan salah satu alat kelengkapan Otonorni Daerah di bidang keuangan/ 
'-- Perbankan <lan me11jalankan usahanya sebagai Bank Perkreclitan Rak-yat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

Pasal 7 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD 
BPR mcnyclcnggarakan usaha - usaha antara lain : 

a. menghimpun dana dari rnasyarakat dalarn bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka; 

b. memberi.kan kred.it clan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan 
ekonomi lemah ; 

c. melakukan kerjasama antar PD BPR dan dengan lembaga perbankan atau kcuangan 
lainnya; 

d. menjalankan usaha - usaha perbankan lainnya sepanJang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

BAB V .......... 
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BABV 

MODAL 

Pasal 8 

(1) Modal dasar PD BPR Rp 10 000 000 000 ( sepuluh milyar rupiah). 

(2) Modal disetor paling sedikit sebesar Rp 2 000 000 000, - ( dua milyar rupi~h ). 

(3) Modal PD BPR merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 

Pasal 9 

(1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, 
diteu-.pkan oleh Walikota berdasarkan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah . 

..---... (2) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan oleh 

C Walikota berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber 
keuangan lainnya. 

BAB VI 

DIREKSI DAN DEWAN PENG A WAS 

Bagian Pertama 

Direksi 

Pasal 10 

(1) PD BPR dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih dan sebanyak -
banyaknya. 2 ( dua) orang Direksi. 

(2) Apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangka! 
s:ebagai Direl..-tw· Utama. 

(3) Direksi bertanggungjawab kepada Walikora melalui Dewan Pengawas. 

( 4) Anggota Di.reksi dilarang merangkap peke1jaan at.au jabatan eksek'Utif lainnya. 

( 5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR. 

( 6) Anlar st:sama anggola Direksi clan atau: antara anggota Direksi clan anggota Dewan Pengawas 
ticlak boleh. ada h.ubungan keluarga sampai derajat ketiga baik. menumt garis lwus maupun ke 
samping te1masuk menantu dan ipar. 

(7) Apabilu hubungan kel~rga sebagaimana dimaksud ayat (6) terjadi setel.ah pengangkatan, 
untuk melanjutkanjabata.'Ulya diperluka.n izin tertulis <la.ri Walikota. 

(8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kcpentingan pribadi bail< secara langsung maupun 
tidak lang.,;ung pada PD. BPR atau badan hm.-um/ perorangan yang diberi. kredi.t oleh PD 
BPR. 

Pasal 11 .......... 
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PMal 11 

Yang dapat dia111: ht menjadi anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut : 

a. bertaqwa terhadap Tuhan Yang Marui Esa; 
b. memiliki keahlian di bidang pcrbankan, sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dalam 

opcrasional perbankan ; 
c. mempunyai akhlak dan moral yang baik ; 
d. setia dan taat kepaCUJ Negara CUJn Pemerint.ah ; 
e. tidal< terlibat bail< secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatm 

pengkhianatan kepada negara; 
f. tidak dicabuc hak pililmya berdasarkan keputusan pengadilan ; 
g. sehat jasmani dan rohani. 

Pasal 12 

(I) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama - lamanya 4 (empa.t) 
ta.bun dan dapat diangkar kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir. 

(2) Sebelum Keputusan Walikot.a tentang Pengangkatan Anggota Dfreksi ditet.apkan, terlebih 
dahulu dimintakan pe11imbangan dari pimpinan Bank Indonesia setempat. 

(3) Sctiap pcnnintaan pcrtimbangan scbagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disampaikan 
kepada pimpinan Bank Indonesia, dilampirkan keterangan/identitts dari calon anggota 
Direksi yang bersangkutan berupa : 

a. Surat Keputusan Walikota tentang tidak ada hubW\gan keluarga sebagaimana dimak.sud 
Pasal 12 ayat (6) Peraturan Daera.h ini; 

b. Sm·at Ketcrangan lulus butuh dari instansi/lcmbaga dirnana yang bcrsangkutan bckcrja , 
apabila calon berasal dari luar Pemerintah Daerah clan atau PD BPR ; 

c. Daftar Riwayat Hidup lengkap yang memuat pendidikan clan pengalaman kerja; 

d. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP 3) dari instansi yang bersangkutan atau 
keterangan dari in.stansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, t.anggung jawab, kejujuran 
clan kepernimpinan. 

( 4) Pcmimpin Bank Indonesia bcrda3arkan data yang ada , mcmbcrikan pcrtimbangan tcntang 
dapat / tidak dapat diangkat cal.on direksi yang diusulkan anggota Direksi. 

(5) Walikota setelah menerima pertimbangan dari pimpinan Bank Indonesia segera menerbitkan 
Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi. 

(6) Proses pengangkatan Anggota Direksi yang dilaksanak.an Walikota paling lama 3 (tiga) bulan 
scbelwn masa jabatan Anggota Dircksi yang lama bcrakhir. 

Pasal 13 

(1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah 
oleh W alikota. 

Jabatan 

(2) Setiap Penganglrntan Anggota Din::k.si PD BPR diberitahukan ke Pemirnpin Bank Indonesia 
setempat. 

Pasal 14 ... ....... . 
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Pasal 14 

Tata cara clan Tata tertib menjalalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah 
mendengarkan pendapat Dewan Pengawas. 

Pasal 1; 

(1) Di.reksi mengurus kekayaan PD BPR. 

(2) Direksi mengangkat dan membcrhentikan pegawai berdaaarkan Peraturan Kepegawaian 
yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas. 

I 

(3) Dirc::ksi rnc::nc::rapkan Sustinan Organisasi dan Ta.ta Kerja PD BPR, dengan Dewan 
Pengawas. 

Pasal 16 

(I) Direksi mcwakili PD, BPR, didalam maupun di luar Pengadilan. 

(2) Apabila dipandang pcrlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakiil 
PD BPR 11ebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini. 

Pasal 17 

Di.reksi berdasart,.~11 persct!tjuan Walikota atas pettimbangan Dewan Pengawas dapat melakukan 
hal - hal sebagai berikut : 

a. membuka pos pelayanan scsuai dengan kebutuhan , berdasarkan ketentuan yang berlaku ; 

b. 1nembeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atm melepaskan hak atas ha.rang -
barang invent.ans rnilik PD DPR sesuai dengan ketentuan yang berlak-u ; 

c. menggadrukan bar.mg - barang milik PD BPR 

Pasal 18 
(1) 

(2) 

Anggota Direksi berhenti karena : 

a. masa jabatannya berakhir ; 
b. meninggal dunia. 

Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota, karena : 

a. pemtintaan sendiri ; 
b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR; 
c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau 

negara ; 
d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tuga!inya secara wajar. 

Pasal 19 

(1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huru.f 
b, c, dan d Peraturan Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usulan Dew~~ 
Pengawas. 

(2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan disertai alasan - alasannya. 

Pasal 20 .......... . 
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Pasal 20 

(1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pernberhentian sernentara , Dewan Pengawa.9 
sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menet.apkan apakah yang 
bersangkutan diberhent:i.kan atau direhabilitasi kembali. 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan 
Pengawas belwn melakukan persidangan , ma.ka Surat Pemberhentian Semontara batal demi 
hukwn. 

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i.ni, anggota Direksi tidak 
hadir , maka yang bersangkutan dianggap menerima keput:usan yang ditetapkan oleh 
Dewan Pt:ngawas. 

(4) Kcputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Walikota. 

(5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana , maka 
yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak honnat. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 21 

Anggota Direksi yang diberhenti.kan, selambat - lambatnya 15 (lima belas hari) sejak 
ditcdmanya Surat Keputusan Walikota tentang Pcmberhentian, dapat mcng~jukan 
keberatan secara tettulis kepada Walikota. 

Selambat - lambatnya '.L (dua) bulan sejak diterimanya pe1mohonan keberatan, Walik0t2 
sudah mengambil keputusan apakah men( ·rim.a atau menol.ak pennohonan keberatan 
dinrnksu<l. 

Apabila dalam waktu 2 ~dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, Walikota 
belwn mengambil keputusan terhadap peimohonan keberatan, m.aka Surat Keputusan 
Wru.ikota tentnng Pemberhentian batal demi hukurn. 

Bagian Kedua 

Dewan Pengawas 

Pasal 22 

(1) Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum , mel'\ialankan pengawasan dan 
pengcndalian scrta pernbinaan terhadap PD BPR. 

(2) Anggota Dewan Pengawas scbanyak - banyaknya 3 (tiga) orang,. salah seorang diangkat 
sebagai Kt!LUa Dewan Pengawas. 

(3) Dalam rne1("'\ankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Walikota. 

( 4) Antar sesama anggota Dewan Pengawas dan atau antara anggota Dewan Pengawas dengan 
anoo·ot.a Direksi tidal< boleh ada hubungan keluarga sampai dernjat ketiga, baili: menurut = garis lurus maupun ke sarnping tennasu.k menantu clan ipar. 

( 5) Apabila hubung,m keluarga sebagaimana dimaksud ayat ( 4) Pasal i.tti, terjadi sesudah 
pengangkatan, untuk mclanjutk.anjabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota. 

6. Ang_gota .. ..... . 
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( 6) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi bail< langsung 
maupun tidak langsung pada PD BPR atau Bad.an Hukum/ Peror~ngan yang dibe1i krec!it 
oleh PD BPR. 

Pasal 23 

Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang 
memcnuhi pcrsyaratan sebagai berikut : 

a. 
b. 

C. 
d. 

e. 
f 
g . 

(1) 

Bertaqwa terhad:.ip Tulrnn Yang Maha Esa ; 
Mempunyai pengetahuan di bidang perbankan, dedikasi, akhlak, dan moral yang bail< serta 
mampu menjalankan kebijaksanaan W alikota dalam Pembinaan dan Pengawasan PD BPR ; 
Tidak pt:rnah melakukan kegiatan atau tinclalu1n yang tercela ; 
Tidak terlibat baik secara langsW1g maupW1 tidak langsung terhadap setiap kegiatan 
pengkhianatan kcpada negara ; 
Tidak dicabut hak pililu1ya berdasarkan keputusan Pengadilan ; 
Seh.1t jasmani dan rokhani ; 
Lulus uji kelayakan clan kepatutan dari Bank Indonesia setempat. 

Pasal 24 

Anggota Dewan Pengawas diangk.at oleh Walikota unluk masa jabatan se.l.ama - lamanya 3 
(tiga) tahwi dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir. 

(2) Sebelum meajalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dil.antik dan diambil sumpah 
jabatan ole!l Walikota. 

(3) Setiap pengangkatan .:mggota Dewan Pengawas PD BPR diberitahukan kepada Pemirnpin 
Bank In<lonei:iia st:l.t:mpat. 

Pasal 25 

Tata earn clan Tata tertib menjalankan tuga.~ Dewan Pengawas ditetapkan oleh Walikota. 

Pasal 26 

C <1) Dewan Pengawas mempunyai wewen.ang pengawasan terhadap semua kcgiatan 
pelaksaru1an tugas PD. BPR 

(2) Pcngawasan oleh Dewan Pcngawa.s dapat dijnlankan sccara : 
a. Berkala sesuai dengan jadwal yang telah clitetapkan ; 
b. Sewaktu - waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas 

dalam menjalankan tugasnya. 

(3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang abli atau lebih untuk melaksanakan tugas 
tertentu, at.as biaya PD BPR. 

(4) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk 
kelancaran tugns atas biaya PD BPR. 

Pasal 27 

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena: 
a. Masa jabatannya berakhir ; 
b. Meninggal dunia. 

(2) Anggota ........ 
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(2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota kru-ena : 
a. pennintaan sendiri ; 
b. melakukan tindak:an yang merugikan PD. BPR ; 
c. melakukan tindJkan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau 

negara; 
d. sesuatu hal yang mengaki.batkan ia tidak dapa.t melaksanakan tugasnya secara. wajar. 

Pasal 28 

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga mele1ruka.n perbuatan sebagaimana dimaksud Pa~.-.! 
18 ayat (2) huruf b, c, clan d Pcratw·an Daerah ini, diberhentikan sementara oleh Walikota. 

(2) Walikota mcmbcrilahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dim.aksud 
ayat (1) Pasal in.i, kepada yang bersangkutan disertai alasan - alasannya. 

Pasal 29 

(1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara , Walikota sudah 
melakukan sidang yang dihadir.i oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah 
yang bersangkutan <liberhentikan atau direhabilitasi kembali. 

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagai.rruma clirnaksud ayat (1) Pasal ini, Walikota 
belum melaksanakan sidang, maka Surat Pembcrhentian Sementara batal demi hukum. 

(3) Apabila dalam sidang sebagai.mana dimaksud dalarn ayat (1) Pasal ini, anggota Dewan 
Pengawas tidak hadir, maka yang bersangkutan diangga.p menerima keputusan yang 
ditetapkan. 

( 4) KepuLusai. '-idMg sebagairnana dirn.aksud aya.t (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Kepui:usan 
Walikota. 

Pasal 30 

(1) Anggota Dewan Pen~1was yang cliberhentikan, selambat - lambatnya 15 (lima belas ha1i) 
sejak diterimanya Surat Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan 
keberatan secara tertuli~ kepada Walikota. 

(2) Selambat - lambatnya 2 (dua) buuin sejak diterimarrya permohonan keberatan, Walikota 
sudah mengarnbil kcputusan apakah menerima atau rnenolak pennohonan keberatan 
dimaksud. 

(3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagairnana dimaksud ayat 2 (dua) Pasal ini, Walikl)ta 
belum rnengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Surat Keputusan 
W alikota tentang Pemberhentian batal demi hukum. 

Pasal 31 

(1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan anggota Di.rcksi ditetapkan oleh Walikota, atas 
biaya PD BPR. 

(2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota atas 
perti.mbangan Dewan Pengawas. 

BAB VII ........ .. . . 
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BAB VII 

DANA PENSITJN DAN TUNJANGAN HARI TUA 

Pasal 32 

(1) PD BPR wajib mer.gadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan 
Pegawai PD BPR yang merupakan kekaynan PD BPR yang dipisahkan. 

(2) Dana Pensiun clan Tunjangan Hari Tua sebagaiman dimaksud ayat (1) pmml ini, bersumber 
dari: 

(1) 

(3) 

a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Harl Tua dari Direksi clan Pegawai PD BPR ; 
b. Bagian dari <.lana kesejahteraan ; 
c. Usaha - usaha lain yang sah. 

BABVID 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 

Pasal 33 

Selambat - lambatnya. 1 (satu) bulan scbe1um tahun buku berakhir , Direksi 
menyampaikan Rencana K.erja TahW1an dan Anggaran PD BPR kepada Dewan Pengawas 
untuk mendapatkan pengesahan. 

Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan 
keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR dinyaL'tl<an berlaku. 

Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR yang terjadi dalam tahun 
buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas. 

(4) Rencana Kerja Tahunan clan Anggaran PD BPR yang telah mendapatkan pengesah.an oleh 
Dewan Pengawas di.'iampaikan kepaeul Walikota, dengan tembusan kepada Pemimpin Bank 
Indonesia seternpat. · 

BAB IX 

TAHl:N BUKU DAN PERHITUNGAN T AHUN 

Pasal 34 

(1) Tahun Buku PD BPR adafah tahun takwim 

(2) Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahw1 Buku , Direksi menyampaikan 
Perhitwigan Tahun.an yang terdiri dari Neraca rum Perhitungan Laba / Rugi yang telah 
cfumdit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan Dewan Pengawas dan 
disampaikan kepada Walikota serta Pcmimpin Dank Indonesia seternpat. 

(3) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi sebagrurruma dimaksud Ayat (2) Pasa.l ini, 
clitandat~mgani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawa.i; atau seorang anggota Dewan 
Pengawas. 

( 4) Neraca elm Pedutunr:,an Laba/ Rugi yang disahkan oleh Dewan Pengawas memberikan 
kebcbasan 1 •• "1ggung jawab kcpada Direksi. 

(5) Dewan .......... .. 
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(5) Dewan Pengawas setiap semester wajib membuat laporan pelaksanaan rencana kerja 
kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat. 

(6) Direksi wajib mcngumumkan Neraca dan Pcrhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah 
disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR yang bersangkutan. 

BABX 

PE1'TET AP AN DAN PENGGUNAAN LABA BER SIJ-I 

Pasal 35 

(1) Laba bt:rsih PD. BPR yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas setelah dipotong pajak, 
pembagianuya clitetapkan sebagai berikut : 

a. Bagian laba untuk Peme1intah Daerah ......... . ...... .. .. . 
b. Cadangan umum . ..... .. ..................... .. .............. . 
c. Cadangan tujuan . ... ..... ......... .. .... ...... .. ...... ....... . 
d. Dana kesejahteraan .......... .... ..... . .... .... . . . ........... . 
e. Jasa Produksi. ..... ... ... ..... ....... . ........ ......... ...... .. 
f. Dana Pengembangan .. . ... ..... .. . . ... ... . .. ... . ... ........ .. 

50 % 
12% 
12 % 
12% 
12% 
2%. 

(2) Bagian Laba untuk Pcmerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) hwuf a Pasal ini 
disctorkankan dalam pcncrimaan APBD Tahun Anggaran bcri.kutnya. 

(3) Dana kescjahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk dana 
Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan pegawai , sosial dan sejenisnya. 

( 4) Penggunaan Jasa Produksi dan Dana Pengembangan sebagaimana. dimaksuct ayat. ( 1) huruf 
e dan hwuf f Pasal ini, clitetapkan oleh Direksi dengan persetujuan W alikota . 

BAB XI 

T ANGGUNG JAW AB DAN TUNTUT AN GANTI r,UGI 

Pasal 36 

(1) Anggota Direksi dan atau Pcgawai PD BPR yang dcngan scngaja rrurnpun tidak sengaja 
atau kelalaiannya menimbulkan . kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian 
dimaksud. 

(2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seauai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB XII 

KERJA SAMA 

Pasal 37 

PD. BPR dapat melakukan kerjasama dengan Lembaga Keuangan / Perbankan serta lembaga 
lainnya dalam usaha peningkatan manajemen, profesionalismc, perbankan, dan lain - lain. 

BAB XIlI ......... .. 
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BABXID 

PE?vIBIN AAN 

Pasal 38 

(1) Walikota rnelakubn pemhinaan kepada PD BPR. 

(2) Jika diangg.ip perlu, W.ilikota dapat membentnk Hadan lJembi.na PD. HPR. 

BAB XIV 

P E 1v1 B U B A R AN 

Pasal 39 

(1) Pe-n1b\.1b.lran PD lJPR d.itetaplmn dengan Peraluran Daernh dan be.rbku setel.ah men&pat 
pcng1..::,;;1han da1i p1..:jalrnt y,mg bcrwenang. 

(2) \V,iiikui,1 m1,;nu~juk r.m.iiia P1,;mbubaran PD :-1PR ::;~bagaimana c.lirm1ksu<l ayat (1) Pasal ini. 

(3) Ap;ibil.l PD DPR dibub;irk.m, uta.ng dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kck.."l)'aan / 
a.c;;set PD DPR dan si"a lebih/ kurang menjadi milik/ tanggung jawab Pemerintah Kota 
Pckalongan. 

(4) Pan,tia Pcmbubaran PD BPR menyampaikan pertanggungjawaban pcmhubaran PD. BPR 

( 
1 \ 
J.) 

kcpada \.Vafikoia . · 

Pa:,;al 40 

\V,;1i.\ota mcnydcsaik;=m kckayJan Dircksi dan P~gavv,;i PD DPR yJng dibubJrkan. 

(2) Pernbubarnn PD BPR dil.1porkan oleh Walil,ota ke-pada Pe-1"ni111.pin Bank lndonesir, 
SC(l:Tllpal. 

BAB XV 

KETENTUAN PERAI..11-lAN 

Pas;d 41 

:Semua kekayamli asset ienuasuk hutang piuta11g PD HPR H:ntl( Pasar 111.ilik Pemerintah Kota 
Pckalong,m mcnjadi kckayaan/ asset -PD BPR yang ditctapkan dalam Pcraturan Dacrah ini. 

BAB XVI 

PENUTUP 

Pasal 42 

Pada saat Pe-ratur:m. Daernh ini be.rlalm, malrn Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 tentang 
PD BPR Bank P<ls,IJ' Kul,.uniidya Dacrah Tingkat IT Pckalongan (Lcmbarnn Dacrah Kotamaclya 
Daerah Tir1gknr n Peblon gan Nomor 1 Tahun l 995 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
ch::ngan Pvraiman D,icrah Kut,1 T'vkalongan Nomor 10 Tahun 2002 tcntang Pcrubahan Pertama 
Peralurnn Dacrah Kola.ma.dya Dacrah Tingkat II Pekalongan Nomor 8 Tahun 1999 tenlang PD 
BPR D,mk PJs.ir Kot,1madya D.-iernh Tingkat II Pekalongan (Lembar.:m Daerah Kota Pekalongan 
Nomor 22 Tahun 2002 Seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan ticlak berlaku. 

Pasal 43 ...... .... 
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Pnsnl 43 

I·fal-hal yang helum diatur dalam Peraturan Daerah 1n1 sepanjang mengenai pelaksanaannya 
~ikan diatur i~i.:mudian dcng;m Pi.:r;i(uran W;lii.kota 

Peraturnn Dacrah ini mu!ai hcdaku scjn.k tanggnl diundang;lrnn. 

Agar setiap orang d:ipnt mengetahuinya, memerintahkan pengundangan· Peraturan Daerah mt 
dcngan mcn-:;mpatkarrnya dalam Lc1nbaran Daerah Kota Pclrnlongan. 

Diund:rng.kan cli P~k:-llong:m 
p:ic\a t·;111gg;1l 11 .lanuari 2007 

SEKRETt\RlS D.'\ERAH 

~:t 
Ptff1bin;i tJt;im;1.Mncln 
NJP. 500 056 471 

Dit.cl<tpkan di P1;;kalongan 
pada tanggal 25 September 2006 

W ALIKOTA PEKALONGAN 

1'vfOHi\Jv1AD BAS\'JR AI-IlvfAD 

Diundang,kan clt\lan\ Lembaran Dae.rah Kota Pe-kalonga.n Tahun 2007 Nomor 13 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN 

NOMOR 18 T AHUN 2006 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDIT AN RAKYAT 
BANK PASAR KOTA PEKALONGAN 

I. PENJELASAN UMUM 

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin mantap, Pemerint:~h 
Daernh ditiuntut untuk mampu menggali serta mengembangkan poteru;i Daerah, guna 
mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Daerah. 

Perusahaan Daerah Bank Perlcreditan Rakyat Bank P·isar merupakan Badan 
Usaha Milik Daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu lembaga 
kcuangan p{ rbank.m dacrah yang memaliki peran stratcgis dalam turut scrta mcngcmbangkan 
perekonomian ,)aerah, sekaligus sebagai salah satu surnberpendapatm asli Daerah. 

Dilihat dati aspek hukum/peraturan pernnctang-undangan atas dasar Dura.t 
Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 580/171/1985 
semula berdi.ti dengan nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kotarnadya Daerah 
Tingkat II Pe.kalongat1 sebagaimana cliatw- dalatn Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1994 dan 
tclah mcngalam.i pcrubah.an dengan Pcraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 menjadi 
Perusahaan Daerah "BPR Bank Pasar Kota Pekalongan ". 

Dengan berkembangnya skala usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Bank Pasar se1ta sebagai d.inarnika perubahan peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut Bank Pasar tersebut perlu kiranya diada.kan penyusunan kembali Pcraturan 
Daerah tentang Perusahrutn Daerah Bank Perkredita.n Ral'Yat Bank Pa.sat· agar lebih mudah 
dalam pcmbacaan dan pemahamannya .. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

Pasal 1 sampai dengan Pasal 44 : Cukup jelaa 
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